
GAMBARAN UMUM BPK RI 

 

A. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  DAN DASAR HUKUM  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri 

dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 23E 

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu 

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai 

dengan undang-undang. 

Pasal 23F  

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 

(2) Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 

Pasal 23G  

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di 

setiap provinsi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 

Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Negara 

 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

 

 

 

http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2014/06/file_storage_1404095485.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2014/06/file_storage_1404095485.pdf
http://localhost/bpk/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152267.pdf
http://localhost/bpk/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152267.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152379.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152379.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152400.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152400.pdf
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf


B. KEDUDUKAN BPK DALAM PENYELENGGARAN NEGARA RI 

 

C. VISI DAN MISI 

Visi 

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui 

pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. 

Misi 

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan 

2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. 

 

D. TUJUAN STRATEGIS 

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu: 

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan 

negara untuk mencapai tujuan negara; dan 

2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara 

untuk mencapai tujuan negara. 

 

 

 

 

 



E. NILAI DASAR BPK 

• Independensi; yaitu bahwa BPK menjunjung tinggi independesi baik secara kelembagaan, 

organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, 

BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari  gangguan pribadi, ekstern, dan/ atau 

organisasi yang dapat mempengaruhi independensi; 

• Integritas; yaitu bahwa BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas 

dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 

• Profesionalime; yaitu bahwa BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip 

kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku. 

 

F. TUGAS DAN WEWENANG BPK  

Tugas BPK 

1. Memeriksa pengelolaan  dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola 

keuangan negara; 

2. Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana;  

3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang 

diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. 

 

Wewenang BPK 

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan 

waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; 

2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain 

yang mengelola keuangan negara; 

3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat 

pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap 

perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan 

daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 

4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; 



5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara; 

6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas 

nama BPK; 

8. membina jabatan fungsional Pemeriksa; 

9. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 

10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.  

 

G. PROFIL BPK  

 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Akuntansi_Pemerintahan&action=edit&redlink=1


H. PEMBIDANGAN TUGAS BPK 

 

 

I. KANTOR BPK RI PERWAKILAN 

 



 

J. SISTEM KERJA BPK 

 

 

 

 

K. JENIS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN BPK 

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara 

independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. 

 

 

 



 

L. OPINI 

 

 

 

M. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 

 
 

 



 

 

 

Dalam mempermudahkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK juga memiliki aplikasi 

berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut 

secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak 

Lanjut (SIPTL). 

Manfaat Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) antar lain: 

1. Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL); 

2. Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam proses pemantauan TL; 

3. Early warning diberikan secara otomatis dan berkala oleh aplikasi sehingga mengurangi risiko 

pidana karena kelalaian menggunakan TL; 

4. Kelengkapan dokumentasi dan validitas data terjaga serta kemudahan pencarian dokumen TL; 

5. Imbal balik dengan program E-audit. 

 

 

 

 

 



 

 

 

N. PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 

Dalam melaksanakan wewenang BPK dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara/daerah 

terhadap Bendahara dibentuk sebuah Majelis Tuntutan Perbendaharaan. 

Dasar Hukum: 

1. Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

a. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola 

BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan 

negara. 

b. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar 

ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. 

2. Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara 

Terhadap Bendahara: Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan 

Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. 

 

 

 

 

 



Hasil pemantauan TLRHP  

 

 

 

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005-20016 

(Nilai dalam Rp Milyar) 

 



Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Pusat 

Tahun 2005-20016 

 

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah 

Tahun 2005-20016 

 



Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pada BUMN 

Tahun 2005-20016 

 

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pada Badan Lainnya 

Tahun 2005-20016 

 



O. AKUNTABILITAS BPK 

 

P. BPK DI KANCAH INTERNASIONAL 

1. Auditor to UN International Atomic Energy Agency Financial Year 2016 – 2019; 

2. Auditor to UN Anti Corruption Academy, FY 2016-2018; 

3. Auditor to UN Agencies, 2006 : UNHCR in Congo and Aceh, UNMEE in Eritrea, UNMIK in 

Kosovo, UNOCHA in Aceh and New York, and UNJSPF in New York; 

4. Chairman of INTOSAI WGEA, 2014-2018; 

5. Current ASOSAI Governing Board Member (2015-2017); 

6. Project leader, review and updating on ISSAI series 5100 of environmental audit, 2014-

2016; 

7. Trainers and hosts of the INTOSAI WGEA International Training of Forestry Audit 2014-

2016; 

8. Vice Chairman of INTOSAI WG-AADA – 2013; 

9. Completed ISSAI on Audit on Disaster-Related Aid, 2013; 

10. ASOSAI Governing Board Member for six periods, 1979-2012; 

11. Completed the INTOSAI WGEA Audit Guidance on Auditing Forestry, 2010; 

12. Chairman of ASOSAI 1988-1991 and 1997-2000; 

13. INTOSAI Common Forum; 

14. Drafted INTOSAI WGITA IT Audit Handbook 2014; 

15. Drafted the Updating ISSAI 5300 Code of Conduct; 

16. Member of Intosai Forum on Professional Pronouncement. 
 


